
 

   BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 21 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
Menimbang  : a. bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih 
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017. 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 

barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962); 

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9  
Tahun 2016 tentang  Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 
9); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 

tahun 2017 Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Tahun 2018 Nomor 1); 

9. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2016 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Kutai Barat  Tahun 2016  Nomor 

40) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Barat 

Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2016 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Kutai Barat  Tahun 2017  Nomor 

29); 

10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2017 

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2017  Nomor 38); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

 
Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 

1. Pendapatan Daerah 

1. 

2. 

3. 

Pendapatan Asli Daerah 

Dana Perimbangan 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

131.723.322.776,82 

1.324.348.257.578,00 

218.558.521.761,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.674.630.102.115,82 

2. Belanja Daerah 

i. 

 

Belanja Tidak Langsung  

a)  Belanja Pegawai 

b)  Belanja Bunga 

c)  Belanja Subsidi 

d)  Belanja Hibah 

e)  Belanja Bantuan Sosial 

f)  Belanja Bagi Hasil 

g)  Belanja Bantuan Keuangan 

h)  Belanja Tidak Terduga 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

392.885.751.007,00 

0,00 

1.777.276.500,00 

51.290.490.000,00 

14.626.366.363,00 

0,00 

208.357.392.791,00 

217.181.962,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp. 669.154.458.623,00 

 

ii. 

 

 

Belanja Langsung 

a)  Belanja Pegawai 

b)  Belanja Barang dan Jasa 

c)  Belanja Modal 

 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

 

244.847.567.938,00 

281.256.357.833,37 

343.857.977.370,85 

 Jumlah Belanja Langsung Rp. 869.961.903.142,22 

 Total Belanja Rp. 1.539.116.361.765,22 

 Surplus/(Defisit) Rp. 135.513.740.350,60 

3. Pembiayaan 

a. 

b. 

 

Penerimaan  

Pengeluaran  

Rp. 

Rp. 

98.924.995.625,35 

6.600.000.000,00 

Pembiayaan Neto  Rp. 92.324.995.625,35 

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun 
Berkenaan  

Rp. 227.838.735.975,95 
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Pasal 2 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 
 

Pasal 4 

 
Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat. 

 
Ditetapkan di  Sendawar 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
 

ttd 
 
                FX. YAPAN 

 
 

 
 

Diundangkan di Sendawar, 
pada tanggal 24 Agustus 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 

 
 ttd 

 
                           YACOB TULLUR 
 

 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR  21.       

Nama Jabatan Paraf 

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

Drs. Tacob Tullur, M.M. Sekda  

Drs. Aminuddin, M.Si. Ass III  

Sahadi, S.Hut., M.Si. Kepala BKAD  

Yosef Stevanso, S.H. Kabag Hukum  

Pidesia, S.E., M.Si. Kasubag Kumdang  

 


